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ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of land registration data maintenance
under the Complete City Land Registration Program (PTKL), focusing on the services of land
parcel division, separation, and consolidation in Poris Plawad Utara Subdistrict, Cipondoh
District, Tangerang City. PTKL is part of Indonesia’s land administration modernization
program aimed at achieving complete, accurate, and digitally accessible land data. The study
employs a mixed-method approach using an explanatory sequential design, beginning with
quantitative analysis followed by qualitative exploration.The results reveal a significant
transformation in services post-PTKL implementation, particularly in terms of time efficiency.
A paired sample t-test confirms a statistically significant difference in service duration before
and after PTKL, with a substantial reduction in processing time. These findings indicate that
PTKL positively impacts data maintenance services and contributes meaningfully to
improving public land service quality.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah adalah sumber utama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara agraris. tanah adalah salah satu
sumber daya alam yang paling penting untuk pembangunan, dan merupakan
kebutuhan primer bagi banyak orang. tanah harus di lindungi dan dikelolah secara
berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, seperti yang ditanyakan dalam pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa.”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
untuk memenuhi amanat tersebut,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,atau UUPA, dibuat untuk mengatur
penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan hubungan hukum yang berkaitan

dengan tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan agar seluruh bidang tanah untuk di
daftarkan demi mendaftarkan jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka
percepatan pendaftaran tanah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebelum adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
waktu pelayanan pendaftaran tanah di Indonesia memerlukan waktu yang sangat
lama. Diperkirakan, untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di
Indonesia pada saat itu, dibutuhkan lebih dari 100 tahun jika dilakukan tanpa
percepatan. Namun, dengan adanya program PTSL yang dimulai pada tahun 2017,
waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi hanya sekitar 9 tahun, dengan target

penyelesaian pada tahun 2025.



Program PTSL bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah
secara massal di seluruh Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian hukum
atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Dengan demikian, waktu pelayanan
pendaftaran tanah sebelum adanya program PTSL sangat bergantung pada metode
yang digunakan dan kondisi administratif masing-masing daerah, yang secara
umum memerlukan waktu yang sangat lama. Melalui program ini di targetkan
seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertipikat pada tahun 2025
(Mujiburohman, 2018). sebagai upaya percepatan, diterbitkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan pengganti
dari peraturan percepatan PTSL tahun sebelumnya (Maryanti dan Purbawa, 2018).
Berdasarkan Permen tersebut objek kegiatan PTSL dibagi dalam 4 ( empat)
Kluster yaitu, Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4).

Keempat macam kluster tersebut, yaitu penyelesaian K4 yang merupakan
Kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target yang harus
dikerjakan. Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) merupakan
Pendaftaran tanah berbasis Desa/Kelurahan yang dilakukan dalam suatu
Kabupaten/Kota yang jumlah bidang tanah terdaftarnya di atas 80 % (delapan
puluh persen) dan bidang tanah belum terdaftarnya tersebar secara sporadis.
Ptkl dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kabupaten atau Kota terpilih
maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang anggaran.
pelaksana dan jangka waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Surat Keputusan
(SK) tersebut. Pada pelaksanaan kegiatan PTKL, tidak hanya validasi bidang tanah
K4 secara fisik, namun juga melakukan perbaikan data yuridis, pemetaan bidang
tanah, reposisi bidang tanah pada peta pendaftaran dan mendukung deklarasi
kelurahan lengkap melalui program PTKL. Bidang tanah yang terdaftar dalam
Kelurahan Lengkap harus di validasi secara visik di Kantor Pertanahan.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Kota Lengkap tahun 2019.

Poris Plawad Utara merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah
administratif Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.

Kelurahan ini memiliki struktur pemerintahan yang terbagi ke dalam 10 rukun
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warga (RW) dan 54 rukun tetangga (RT), yang mencerminkan tingkat kepadatan
penduduk serta dinamika kehidupan sosial yang cukup tinggi. Sebagai bagian dari
kawasan perkotaan yang terus berkembang, Poris Plawad Utara memiliki peran
penting dalam mendukung pembangunan lokal, baik dari aspek sosial, ekonomi,
maupun infrastruktur. Pada Tahun 2017 yang lalu, Kelurahan Poris Plawad Utara
menjadi objek program PTSL pertama kali, namun pada saat itu, PTSL itu hanya
menargetkan bidang tanah K1, sehingga bidang tanah K4 di Kelurahan Poris

Plawad Utara masih banyak yang belum terpetakan.

Maka dari itu, tujuan akhir dari program Kota Lengkap adalah untuk
mewujudkan pemetaan seluruh bidang tanah yang terdaftar secara lengkap, akurat,
dan resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Melalui keterpaduan data spasial
dan yuridis tersebut, layanan administrasi pertanahan dapat dilaksanakan secara
lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, program ini juga berperan
signifikan dalam memperkecil potensi sengketa serta konflik pertanahan,
mempersempit ruang gerak mafia tanah, dan mendukung perencanaan serta
pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, semakin banyak
kota dan kabupaten yang berhasil mencapai status Kota Lengkap, maka semakin
besar pula dampak positif yang ditimbulkan terhadap peningkatan manfaat,

akurasi data, dan kinerja layanan pertanahan secara nasional (Fitriyani, 2023)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti menyusun rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelayanan pemeliharaan data pada pemecahan bidang
tanah, pemisahan bidang tanah, dan penggabungan bidang tanah sebelum dan
setelah PTKL ?

2. Apakah terdapat perbedaan waktu yang signifikan yang dibutuhkan untuk
pelayanan pendaftaran tanah sebelum dan setelah pelaksanaan PTKL pada
pelayanan pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah di
Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang?

C. Pembatasan Masalah
Untuk lebih menfokuskan batasan penelitian, maka penelitian ini membuat

pembatasan masalah sebagai berikut:



Dalam hal pelayanan pemeliharaan data yang meliputi pelayanan pemecahan,
pemisahan, dan penggabungan bidang tanah antara sebelum dan setelah PTKL di
kelurahan Poris Plawad Utara, kecamatan cipondoh, kota tangerang, banten.

1. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis pelaksanaan kegiatan
program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL)

2. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang menjadi salah satu wilayah
pelaksanaan PTKL oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

a. Untuk melihat bagaimana kondisi data pada pelayanan pendaftaran tanah di
Kelurahan Poris Plawad Utara sebelum dan sesudah PTKL.

b. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan waktu yang dibutuhkan untuk
pelayanan pendaftaran tanah sebelum dan setelah pelaksanaan PTKL di
Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan,
khususnya dalam kajian pelayanan pendaftaran tanah. Dengan fokus pada
wilayah Kelurahan Poris Plawad Utara, penelitian ini mengkaji secara
komparatif kondisi pelayanan sebelum dan sesudah (PTKL). Temuan dari
studi ini tidak hanya memperkaya literatur terkait administrasi pertanahan di
tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan model
pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat dalam konteks digitalisasi dan reformasi birokrasi
pertanahan.

b. Secara praktis, bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan memperluas
cakupan penelitian di bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan
implementasi (PTKL). Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi empiris
dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran berbasis studi kasus, serta
bahan ajar yang relevan dengan dinamika pelayanan pertanahan di era digital.
Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat mendukung peran STPN
sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga profesional di bidang

pertanahan.



BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bagaimana
proses pelayanan pemeliharaan data pada pemecahan, pemisahan, dan
penggabungan bidang tanah sebelum dan sesudah PTKL, dapat
disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan yang cukup signifikan
dalam sistem dan tata cara pelaksanaannya. Sebelum penerapan PTKL,
proses pelayanan masih dilakukan secara manual dan belum
terintegrasi secara digital, sehingga menimbulkan berbagai kendala
seperti keterlambatan waktu pelayanan, ketidaksesuaian data fisik dan
yuridis, serta rendahnya efisiensi dalam pelaksanaan teknis di
lapangan. Sebelum adanya PTKL Pelayanan pemecahan, pemisahan,
dan penggabungan bidang tanah dilakukan melalui banyak tahapan
administratif, dengan proses verifikasi yang lambat dan berpotensi
menimbulkan tumpang tindih data serta sengketa pertanahan. Setelah
diterapkannya PTKL, proses pelayanan mengalami transformasi ke
arah yang lebih sistematis dan efisien. Sistem digital dan basis data
elektronik yang digunakan dalam PTKL memungkinkan proses
verifikasi data fisik dan yuridis dilakukan secara simultan, sehingga
dapat mempercepat waktu penyelesaian permohonan, mengurangi
risiko kesalahan teknis, serta meningkatkan transparansi dalam
pelayanan. Pelaksanaan PTKL juga memperkenalkan pemetaan
berbasis spasial yang lebih akurat, sehingga memperkuat kepastian
hukum terhadap status tanah dan mengurangi potensi konflik.

2. Menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apakah terdapat perbedaan
yang signifikan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan pendaftaran
tanah sebelum dan sesudah pelaksanaan PTKL, penelitian ini
membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari

segi efisiensi waktu. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan



metode Paired Sample T-Test, diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,559
yang jauh lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 1,98 pada derajat
kebebasan 89 dan tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan
bahwa pengurangan waktu pelayanan yang terjadi setelah penerapan
PTKL bukan merupakan kebetulan semata, tetapi merupakan dampak
nyata dan signifikan secara statistik. Penurunan waktu pelayanan dari
rata-rata 39,42 hari sebelum PTKL menjadi 23,91 hari setelah PTKL
menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 15,51 hari. Selain itu, nilai
simpangan baku sebesar 8,546 mengindikasikan bahwa penurunan
waktu tersebut cukup konsisten pada sebagian besar kasus, dengan
variasi yang tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, PTKL dapat
dikatakan berhasil dalam mengoptimalkan waktu pelayanan
pendaftaran tanah secara umum di lokasi penelitian, dan memberikan

dampak positif yang nyata dalam konteks administrasi pertanahan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang

dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kesimpulan pertama, disarankan agar Kantor
Pertanahan Kota Tangerang terus memperkuat dan memperluas
implementasi program PTKL di wilayah-wilayah lain yang belum
tercakup, khususnya pada kelurahan dengan tingkat dinamika
pertanahan yang tinggi. Transformasi digital yang telah dimulai
melalui PTKL hendaknya tidak hanya dipertahankan, tetapi juga
terus dikembangkan melalui inovasi layanan yang adaptif terhadap
kebutuhan masyarakat. Pelatihan rutin bagi petugas lapangan dan
frontliner sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses
pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah dapat
dijalankan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan standar
prosedur. Selain itu, perlu adanya dukungan kebijakan yang
mendorong integrasi lintas unit dalam Kantor Pertanahan, agar alur

informasi dan proses pelayanan berjalan secara terpadu dan minim



hambatan birokrasi. Tidak kalah penting, penguatan kapasitas
teknologi informasi dan perangkat digital juga menjadi kunci untuk
memastikan sistem yang telah dibangun dapat dioperasikan secara
maksimal dan tahan terhadap beban pelayanan dalam jumlah besar.
. Sehubungan dengan hasil kesimpulan kedua mengenai efektivitas
waktu pelayanan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk
mempertahankan dan meningkatkan efisiensi waktu yang telah
dicapai melalui PTKL. Pemerintah pusat melalui Kementerian
ATR/BPN perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap kinerja waktu pelayanan di berbagai daerah, untuk
memastikan bahwa standar waktu yang telah dicapai tidak
mengalami degradasi seiring waktu. Selain itu, pengembangan
sistem informasi pertanahan yang lebih canggih, seperti
pemanfaatan artificial intelligence dan big data analytics, dapat
diterapkan untuk mendeteksi hambatan dalam proses pelayanan
secara real-time, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara
otomatis. Peningkatan kualitas dan keterpaduan database spasial
dan yuridis antar instansi juga sangat krusial untuk mendukung
kecepatan pelayanan dan menghindari duplikasi data. Lebih jauh
lagi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk
menyusun kebijakan nasional mengenai standar waktu pelayanan
pertanahan yang efisien dan berbasis teknologi, sehingga manfaat
PTKL dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia
dan tidak hanya terbatas di daerah yang telah maju dalam

digitalisasi layanan.
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